BABI
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah

Rangsa Indonesia telah 635 tahun membangun peradaban dan prilakunya yang
sertandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan UUD 1945.
(its-cita yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya perikehidupan bangsa yang adil,
mskmur baik materil maupun  spiritual/berketuhanan. Banyak keberhasilan-
Leherhasilan yang telah dicapai. Pembangunan dengan model perencanaan yang
smenentukan prioritas-prioritas pilihan utama dalam penyelengaraan pembangunan
yastu tercapainya kestabilan nasional dalam kehidupan politik dan keamanan serla
&harengi pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup
Sengsa temnyata juga menimbulkan bebagai masalah baru yang harus ditanggulangi.

Salah satu masalah yang merambah sejak tahun 1960 adalah berkembangnya
senvalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Terobosan penyelesaian masalah
wersebut telah ditetapkan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika dan
Psikotropika merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin,
Siksp bangsa Indonesia untuk menghadapi masalah Narkotika dan Psikotropika
serschut secara sadar telah menentukan pilihan memerangi bahaya ini, karena melihat
“Bshaya Narkotika dan psikotropika', merupakan bahaya yang mengancam
peradaban umat manusia.

Narkotika dan osikotropika sebenarnya adalah merupakan bahan-bahan yang
dipergunakan untuk pengobatan. Untuk memehami tentang bahaya penvalahgunaan
sarkotika dan psikotropika (narkoba) seseorang harus memahami terlebih dahulu
tentang dasar-dasar pengetahuan lentang obat." Karena pengetahuan yang kurang

' Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju,
2003), hal 13,
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Selam dunia kefarmasian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengedaran
sockotika dan psikotropika adalah untuk meraih keuntungan yang besar, yang
Siskukan secara kolektif dan terorpanisir,Melalui pengembangan jaringan-jaringan
semgedar narkotika dan psikotropika, agar sampai kepada mereka yang sudah
serperangkap dalam ketergantungan vang berkelanjutan.

Narkotika dan psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
suksn tanaman, baik sinlelis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Begitu juga dengan psikotropika, yang
&maksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis
sedcan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan
saraf pusat yang menyehabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.’
Disstu pandangan lain narkotika dan psikotropika merupakan bahan atau obat
Shidang pengobatan atau medis, pelayan kesehatan dan pengembangan ilmu
sengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan tanpa adanya
sengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan zal yang berbeda bahan
dsn penggunaanya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah
senyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah
vang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah “narkoba”
vaitu kepanjangan dari narkotika da obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun secara
smum masyarakt belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua
~at tersebut baik dimedia cetak maupun media elektronik lebih sering disebut
sarkoba. meskipun mereka tahu macam dan jenis dari narkoba lersebut, antara lain
ganja, kokain, heroin, ckstasi dan lain sebagainya.

* Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Psal 1.
' Undang-Undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1.
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Peran  pmerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
seckotiks dan psikotropika (narkoba) yaitu dengan meratifikasi konvensi Wina tahun
1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan
seocduksi. peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi
sesggunaannya hanya bagi kepentingan pengobalabn dan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila
&emiau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan
Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan
ssrkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian
s dalam tataran empirisnys, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalah
gesakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi
ssuh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat,
vang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis
semakai narkoba khususnya generasi muda.

Pencgakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah
sanyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan
sakim. Dengan demikian, penegak hukum ini diharapkan mampu menjadi factor
senangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap seria peredaran narkotika dan
ssikotropika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan
psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang
menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-
gasus terakhir telah banyak Bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan




semdscat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan
\eh cenderung untuk memperluas daerah operasinya.’

Pencgakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus nya dalam hal
pessdansan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat
membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan,
Semgan demikian dapat memperbaiki terpidana dilembaga tersebut. Seharusnya hal
%= mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis
sesssruhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi
Leadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan
secers umum masih menganul konsep hanya menghukum terpidana di lembaga
semacyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan
sersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan
so<sal masyarakat.

Dengan demikian dapat di nyatakan para pelaku baik Bandar maupun pengedar
wish dipenjarakan dan ada yang scbagian divonis mat, nampaknya itu belum
menunjukan efek jera. Bahkan semakin tahun peredaran gelap Narkotika dan
Pekotropika semakin pesat karena bisnis ini diakui cukup menggiurkan dan
senianjikan secara financial walaupun resikonya juga besar jika tertangkap. Contoh
pseus yang berhasil diungkap oleh BNN yang bekerja sama dengan Direktorat
Markoba Mabes Polri dan Polda Metro Jaya beberapa saat yang lalu telah berhasil
menangkap tersangka pembuat dan pengedar Narkoba dengan barang bukti berupa
Shabu sebanyak 586 kg senilai Rp. 456 miliar, dan ekstasi hamper I juta butir
penangkapan tersebut diakui sebagai penangkapan terbesar dari penangkapan
sebelumnya, itu belum termasuk yang sudah beredar dipasaran gelap narkoba.

* 0. Kaligis & Asociates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum
Pidana Melalui Perundangan dan Peraditan. Bandung: Alumni. hal. 260.
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Kemudian di Wilayah Jawa Tengah juga telah berhasil diungkap adanya dua
ek Shabu di Gg Rejo No.11 Kelurahan Mulyoharjo dan J1. Cik Lanang Rt.04/05
Jemers yang dapat memproduksi 15 kg perminggu, ini juga menunjukan wilayah Jawa
Temgat bukan saja strategis untuk dijadikan jalur peredaran gelap Narkoba, namun
sses menjadi sasaran produksi dan pemasaran, maka perlu adanya upaya untuk
sescegsh dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dengan
seietkan seluruh potensi masyarakat dan pemerintah diseluruh wilayah Jawa
Temgh

Contoh lain dari hasil riset penulis di Pengadilan Negeri Semarang banyak
esme vang tervonis karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Markobe sebagai contoh kasus maka penulis akan melampirkan beberapa Putusan
#e= pengadilan Negeri Semarang terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan
psaoTopika.

Tindzk pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-
mdane no, 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang no. 35 tahun
200% tentang narkotika memberikan sanksi yang cukup berat, namun demikian dalam
Jemvataan para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana
Ssiem kenvataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya
Jee Hal ini dapat diakibatkanoleh adanya faktor penjatuban pidana yang tidak
mesmberikan dampak atau deferen effect terhadap para pelakunya.

anutkitaanmﬁkjnmjapangadilmdalammmpmscapnlakukejahatmdi
stang pengadilan. meskipun banyak hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat,
e masih sangat banyak bukii adanya ketidak adilan dalam penjatuban pidananya.
asean hukum telah menetapkan hukuman semaksimal mungnkin, sementara itu
sehegian hakim lainnya tidak pemnah menerapkan sanksi pidana semaksimal
mmgkin.



Tuzss pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang
wearem dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang digjukan (dituntut}
Seswdssye untuk diadili. dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa
Ssetur denan kompetensi,yaitu sebagai berikut ;

| Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian
kekuassan mengadili (artibutie van rechtsmacht) kepada suatu macam

pengadilan (pengadilan negri), bukan pada pengadilan lain.

2 Kekuasasn berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian
kekuasaan pengadilan (distributie van rechismachi) distara satu macam
(pengadilan-pengadilan negri)

¥ e sersebut pertama disebut kompetensi mutlak (absolute kompetentie).

Hakim vang bebas dan tidak memihak telah menjadi universal. Ta menjadi ciri
guis sada suatu Negara hukum. The declaration of human right, pada Pasal 10
SETVEEAAN.

“setigp orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya
dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak
memihak, dalam hal menctapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan
dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.’

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilibat dari cara
gesegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau
il law enforcement sebagai dari criminal policy atau kebijakan
pessmggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau
ﬂipidma,danmengglmaknnmmmnpmalyaimPcﬂegakmhummlpa
memggunakan sanksi pidana(penal).

* woehi Hamzah, 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 94.
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Pencgakan hukum dengan mempunyai sasaran agar Orang taat kepada hukum.
s masyarakat terhadap hukum discbabkan figa hal yakni: (1) takut berbuat
Sesa - () takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum
wmmg bersifat imperative; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum
eears mon penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.”

Keberadaan Umdang-Undang narkotika dan Undang-Undang psikotropika
erspekan suatu politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan
sk pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian.diharapkan dengan
wmsemnya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan
e=walshgunaan narkotika dan psikotropika, serla menjadi acuan dan pedoman
\msia pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang
memerspkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sangsi pidana
tdan kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti
sy kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam undang-undang narkotika serta
smplementisi nya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika,
s nye tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negri
Am—arsnp.

Pandangan Islam mengenai Narkotika dan Psikotropika seperti yang tercantum
& Al Qura’an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman yang

mesbukkan, Narkotika dan Psikotropika dan juga sejenisnya menrupakan jenis
swenan keras. Narkotika dalam Agama Islam disebut dengan “hasyisyi”.

et dalam QS Al Maidah ayat 90:

¥ Siswantoro Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo
Pt Bal 142
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“Ss eramg-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
wntuk) berhala, mengundi nasib dengan panah{434], adalah termasuk
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penclitian
serudul: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGULANGAN
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

Agar dalam penelitian dalam penulisan fidak terlalu luas dan tidak
. dari pokok permasalzhan yang diharapkan penulis, perlu kiranya
pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam
penulisan, mengingat begitu banyak kebijakan yang telah dikeluarkan
penaggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika maka penelitian

! Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika
dan Psikotropika, khususnya kebijakan mengenai perumusan norma dan
sanksi pidana, kebijakan mengenai kualifikasi tindak pidana, kebijakan
mengenai pertanggung jawaban korporasi, kebijakan mengenai percobaar,
pembantuan dan pemufakatan jahat.

i~

Implementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika di wilayah

hukum pengadilan Negeri Semarang, dalam hal ini penulis menganggap

begitu banyak norma hukum yang diatar dalam kedua Undang-Unadang

tersebut, dengan demikian penulis hanya membatasi dalam hal tentang
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pencgakan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah
semarang, pelaksanaan teknik penyidikan oleh satuan Reserse Narkoba
Polda Semarang.

Masalah

mmsalahmaupakénhalwngsmgmpmﬁngdﬂmsmtupﬁndiﬁm
Sgunskan untuk mempermudah peneliti dan digunakan sebagai pedoman agar
Hﬁ:gindii:apaijeiaa,mrahdansemaiymgdiinginkm. Dari apa yang
Sersikan pada Latar Belakang di atas, maka penulis mengajukan beberapa
vang dirumuskan sebagai berikut:

kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-undang No. 35

209 Tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang
dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

Segsimana Implementasi Undang-undang Narkotika dan Undang Psikotropika
pemanggulangan tindak pidana Narkotika dan psikotropika khususnya di
Negri Semarang.

_Tujmsn Penclitian

Sastu penelitian harus memiliki tujuan yang jeles. Hal ini diperlukan untuk
i apa yang sebepamya dicari oleh peneliti schingga memberikan arah
-d-nshhmuaidmganmmmpmﬁﬂm&mimpmﬁﬂmmmjm
hplmmgemhﬂmeuﬂeddankumbinasimﬁodemﬂﬁanmmhhmg
beik dan fcpal digunakan dalam masing-masing macam penelitian
ke “Berdasarkan hal tersebut, tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1 Tujuan objektif

" Sumariasi Hartono. 1994, Metode penelitian Hukum. Y ogyakarta: UIGM Pers. hal.4.
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+ Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam
Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dalam
penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

5 Untuk mengetshui implementasi Undang-Undang Narkotika dan
Undang-Undang Psikotropika di Wilayah Hukum Pengadilan Negri
Semarang, khususnya mengenai:

I}Pmegakmhukumnarkuﬁkadanpsikutmpikadimyah
hukum pengadilan Negri Semarang;

2) Teknik penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika
yang dilakukan oleh BSatuan Reserse Narkotika Polres
Semarang.

3) Narkotika dan Psikotropika Dalam Pandangan Islam

2 Twuan Subjektif
2 Untuk menambah dan memeperluas wawasan, dan kemampuan
penulias dalam bidang hukum pidana Khususnya menyangkut
masalah kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-
undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika dalam
penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika .
khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Semarang.

b Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperolch Gelar
Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.
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Penelitian

Pemelitian mengenai kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-
Nakotika dan Undang-undang Psikotropika dalam penanggulangan tindak
dan Psikotropika, diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

| Kegunaan Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap scmoga dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penggalian ilmu
Hukum, pengembangan Hukum di Negara Indonesia, serta dapat
memberikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang
berupa kegunaan akademis dan bahan tambahan kepustakaan.

2 Kegunaan Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan
pengelshuan kepada masyarakat luar mengenai Implementasi
Undang-undang Narkotika dan Undang Psikotropika dalam
penanggulangan tindak pidana Narkotika dan psikotropika
Psikotropika . khususnya di Pengadilan Negri Semarang. Serta dapat
berguna bagi peneliti sendiri dimasa yang akan datang.

Teoritis

| ‘dang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No.
wies 1997 Tentang Psikotropika merupakan Undang-Undang yang mengatur
- Narkotika dan psikotropika.

Mammun sebelum terbitnya Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang

banyak kasus-kasus yang menyangkut masalah Narkotika dan

vang berupa peredaran dan penyalahgunaan obat-oabtan terlarang yang

&eolongkan narkotika dan psikotropika seperti ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu,
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@slem pelaksanaan suvatu pekerjaan kepemimpinan, dan care bertindak
organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai
» untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara
o=l menyatakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu
sem yang pada akhimya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan
= Swkcum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman

Ssmss kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan
@s pes penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan

..

%en karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang
i kesslahan yang sangal tragis, karena hal ini dapat menghambat
gan kejahatan dengan bhukum pidana. Di samping itu, usaha
zan kejehatan melalui pembuatan undang-undang (hukum)pidana pada
juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat
dewemce) dan usaha mencapal kesejahteraan masyarakat (social walfare).
desmikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga
integral dari kebijakan atau politik social (social policy). Kebijakan social
Smikan schagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan
st dan sekaligus mencapai perlindungan masyarakat."’

Demgsn demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum
sameat erat kaitan nya dengan penegak hukum. Dalam hal ini arti penegakkan
=2 sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan
menjadi kenyvataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini
pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang vang dirumuskandalam

wi Ariel. 2002, Bunpa Rumpai Kebijakan Hukan Pidena. Bandung: PT. Citra
= bal 23
wi Arief. 2002, Bunga Rampai Kebijukan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra
bal 27.
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Sesmikian kasus-kasus tersebut sulit untuk ditanggulangi karena perangkat
2 vang lemah. Selain itu peraturan peraturan perundang-U/ndangan
Whesus mengatur tentang psikotropika memang belum ada, masalah
= juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan menangani kasus
Semgan menggunakan Undang-Undang No.9 Tahun 76 Tentang Narkotika
~dang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, karena sikotropika tidak
kedua Undang-Undang tersebut.

Dwiem konsideranan Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang narkotika
: Pikotropika tersebut antara lain dipertimbangkan, dalam pembangunan
dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan keschatan, dalam hal ini
= dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pembarantasan peredaran
serkotika dan psikotropika, Dipertimbangkan pula bahwa kedua zar tersebut
Sermenfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu
maka perlu adanya jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh
#= penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat membahayakan dan
manusia dan kehidupan bangsa, pada gilirannya nanti akan mengancam
aasional.
Dhsemping itu Negara Indonesia juaga terikat pada ketentuan baru konvensi
hangsa-bangsa tentang pembarantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika
1998 karena Negara Indonesia talah Meratifikasi Konvensi tersebut dengan
mdang No.7 Tahun 1997 Tentang United Nation Convention Against lllict
4= Narcitic and Psychotropic subsatances, 1998 s

Serticaras mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari
kebijakn itu sendiri, dalam kamus besar Indonesia yang dimaksud dengan
sdalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar

0. 2007, Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, hal. 136,
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= turan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum
pw Smmeogken dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegak
‘s @salankan.'' Dalam hal ini peranan peranan peraturan hukum sangat besar
demgan pelaksana peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak
Dweat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak
Jsben melakukan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut
Asalnya badan legislative atau intansi yang berwenang membuat peraturan
%e2h membuat peraturan yang sulit dilaksanekan oleh masyarakat, Sejak saat
kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat
dalam pemerinthan tersebut memerintahkan suatu hal yang tidak
oleh sarana yang mencukukpi, akibainya, peraturan tersebut gagal untuk
=n oleh aparat pencgak hukum.'” Semantara itu menurut peraturan lain dari
Sekum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya
=na hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalulintas atau
subungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau
subjeknya, penegak hukum itu dapat dailakukan oleh subjek yang luas dan
pulz diartikan scbagal upaya penegak hukum itu melibatkan semua subjek
dalsm setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif
qukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan din pada
sursn hukum yang berlaku, berarti dia menjalankanatau menegakkan aturan
Delam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegak hukum itu hanya
scbagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan
0 tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur pencgak hukum ity
skan untuk menggunakan daya paksa."

mbarjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjawan Soviologiy. Bandung: CV.
Bal 24.
rebario. 2005, Masaluh Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologls. Bandung: CV.
Sare. hal 25,
s Hukum, 2002, Penepakan Hukum | Online, Senin, 30 Januari 2006,
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Mpesstur penegak hukum mencakup pengartian mengenai institusi penegak
Sen sparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak
wamg terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum,
Saiom dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur
mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya
: wmtu terkait dengan kegiatan pelapor atau pengaduan, penyelidikan,
penuntut, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta
atan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dmism proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen
seng mempengaruhi, yaitu:'* (1) institusi penegak hukum beserta berbagai
sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya; (2)
kema vang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan
dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja
ava maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja,
H—mmﬂnyamaupmhukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara
haruslah memperhatikan tiga aspek itu secara simultan, sehingga proses
Bukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara

Serdscsrkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok
pemegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa factor yang dapat
berjalan nya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun factor-fakior
adaish sebagai berikut:”

barmer. com/exchange/view.php. Down load: Senin, 09 Pebruari 2009 Pukul

mzmz,?mglhul:tuhmlﬁmimr Senin, 30 Tanuari 20086,
smesiabanner. com/exchangeiview. php. Down load: Senin, 09 Pebruari 2009 Pukul

Sockanto. 1983, Faktor-fuktor yang Mempengaruhi Pencgakan hukem. Jakarta: CV,
i S
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Suksee Bukum nya sendiri, yang dalam hal ini dibatesi pada undang-undang

==

Saer pencgak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk
g yang menerapkan hukum;

S aeter sarana atau fasilitas yang yang mendukung penegak hukum;

Seoer masyarakat, yakni factor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
- smme Sserapkan;

Saar kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
i karss manusia di dalan pergaulan hidup,

Wetms fakior tersebut diatas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari
Sokum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efekfivitas penegakan

Manusia adalah bagaikan bangunan yang bersifat terbuka. Banyak
= keadaan vang setiap hari bisa berpengaruh terhadap dirinya. Akan
sstem yang terbuka, tidak semua yang dapat berpengaruh tersebut dapat
.. artinya ada yang tidak terpengaruh, dan ada yang terlambat
dan ada vang sangat cepat terpengruh. Dengan demikian Kata
" sendiri berasal dari Bahasa Yunani “Narkoum” yang berarti membuat
membuat mati rasa. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa narkotika
Atsest dan manfaat yang digunakan dalam kedokieran dalam penanganan
d=n pengobatan, serta berguna bagi penclitian perkembangan ilmu
farmasi / farmakologi, Ironisnya saat ini malah disalahgunakan oleh
vang menjadikan narkotika sebagai komoditas ilegal.

S = dikenal jenis-jenis zat psikotropika dan zat adiktif, yaitu zat sintesis
wang dihasilkan melalui proses kimia yang apabila pemakaian melebihi
e Ssalshounakan, akan memiliki efek sama dengan pemakaian jenis
s Jenis-jenis zat Psikotropika secara klinis tergolong dalam kelompok-

16



‘== ot psikosis, neurosis, depresi, dan psikotogenik dikenal dengan obat
Balusinogen (zat penghayal), Dari jenis zal adiktif dikenal obat-obatan
memmmbulkan rasa ketergantungan. Kedua jenis zat di atas tergolong
s sintetis, kemudian dikenal nama-nama obai seperti methadon,
shetamin, dil.

FENELITIAN

sstu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat

wng untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penclitian

mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Jadi

sakan cara bagaimana seorang harus bertindak, maka dengan demikian

derumuskan sebagai berikut:

L St tive pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;

Smes seknik vang umum bagi ilmu pengetahuan;

| U serentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

demikian dari pengertian Metode terscbut, dapal diarlikan sebagai

w=u teknis yang dilakukan dalam proses penelitian atan metode yang

dalamn aktivitas penelitian'®, Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan
® speys dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-

pensip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sitematis untuk mewujudkan

W Hillway, penelitian dapat diartikan sebagai semua metode ilmiah yang
' melalui penyelidikan yang scksama dan lengkap terhadap semua bukti-
dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, dengan demikian
sleh suatu pemecahan bagi permasalahan.

= M_A, Metode Penelitian, CV. Pustaka Setia Bandung 2008 hal. 43.
17



s ==ru dan hasil dari suatu penelitian ilmiah, sebagain besar ditentukan
dalam penelitian metodenya. Adapun metode yang dipergunakan
san ini adalah scbagai berikut:'

=g Penelitian

Wessde vang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
‘s empiris. yaitu pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku
swmgena: kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang
atotka dan Psikotropika dan mengkaji data primer dalam masyarakat serta
‘e dentifikasikan kondisi-kondisi sosial yang ada, yakni berkaitan dengan
“mpementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika diwilayah hukum
Pemgmdilan Negeri Semarang.

Jemis Penelitian

Jems penclitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu pengumpulan
s Slskukan olch peneliti. Dimana dalam penelitian ini dimaksud untuk
‘mesggambarkan dan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan
ek penelitian, yaitu tentang kebijakan dalam Undang-Undang Narkotika
e Pakotropika, Khususnya diwilayah Pengadilan Negeri Ungaran.

Laokasi Penelitian

Semetitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.
Afspwun penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
wwee Pertama. ketertarikan penulis mengenai fenomena merebaknya

pesedsran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Wilayah
Sakem Pengadilan Negeri Semarang. Kedua, menurut pembagian daerah

Brshim 2005. Teor! dan Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: hal. 31,
18



Fkonomi. Wilayah Semarang dan sekitarnya merupakan kota Industri
adanya pabrik-pabrik besar yang semakin banyak jumlahnya dan para

juga dari berbagai daerah. Sehingga dengan demikian dari Wilayah
‘Semersng ini akan menyediakan bahan-bahan yang relatif untuk diteliti dan

1) Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujnd
tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan
kata-kata's, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.
Penentuan infoman awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang
memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang memahami dan
menguasai fokus permasalahan yang hendak diteliti; (2) mereka yang
terlibat dengan (didalam) kegiatanyang diteliti dan; (3) mereka mereka
yvang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk
dimintai informasi’®, Untuk itu yang diperkirakan menjadi awal
adalah: (a) aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi.. Penentuan
informan selanjutnya dilakukan terhadap informan-informan yang
dipilih berdasarkan petunjuk atau saran dari informan awal dengan
tetap berpijak pada kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan diatas.

2) Data Sekunder

s | Moksong. 1996, Metodalogi Penelitian Kuantitatf. Bandung; Remaja Rosdakarya Ofiset.

x Fﬂ-:‘l.npmt.lﬂﬂl Hal. 56. Bandingkan Dengan lames P Spradiey, The Etnographic
oleh Misbah Zulfah Elizabeth, Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara
hal 61,
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Yaitu data vang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama.
Datz sekunder diperoleh dari peraturan per Undang-Undangan, studi
kepustakaan, yang meliputu bahan-bahan documenter, tulisan ilmiah,
Seku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Pengumpulan Data

memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini,Dipergunakan
pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan
melalui dua cara yaitu : Studi Kpeustakaan, dan Wawancara.

1) Swdi kepustakaan (liferature)

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder,
$mana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-
Sehen atau materi yang bersifal teoritis yang berfujuan sebagai bahan
sertandingan schingga akan diperoleh data yang benar-benar
&permnggungjawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau
ymae ada hubungan nya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini,
swmu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan
= dengan penelitian ini yaitu . kebijakan Hukum Pidana yang tertuang
“&alem Indang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika dalam
pemanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

2) Studi lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang
sesmer vaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan
yang ada pada opjek penelitian yang dituju. Dalam studi lapangan ini
deost dilakuan dengan cara melakukan imterview atau wawancara yang

merupakan proses Tanya jawab secara lisan antara penulis dengan
20



s=ssondens, dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam
pemeliian ini kegiatan interview yang ditetapkan adalah dengan cara
mmerview bebas terpimpin. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya
&elaskan terlebih dahulu arti dari interview terpimpin, dimana metode ini
mesmpunyai cirri bahwa pihak peneliti terikat oleh suatu fungsi scbagai
pemgumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian
wrpempin sendiri adalah dimana dengan kebebasan, akan dicapai
\owajaran secara maksimal dalam memperoleh data. Selain metode
seerview juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara
mengmiukan pertanyaan kepeda responden-responden yang bebas dalam
memigwab selama jawaban tesebut tidak menyimpang dari pokok
pemasalahan.

W=nde Analisis Data

Wesnde analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normative
e’ Normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-
pesseuran yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif maksudnya
smalisa data yang bertitik pada tolak pada informasi-informasi dari responden

Sesus dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan, dengan
Semsioan analisis dalam penelitian ini melalui dua tahap:

1) Tahap Pertama yang mendasarkan pada pebdekatan yuridis, analisis
&lakukan dengan menggunakan metode analisis normative kualitatf.
Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (normative), pada tahap ini
skan dilakukan inventarisasi hukum, penemuan hukum in-concreto dan
ssas-asas hukum, dengan demikian analisis tersebut diawali dengan
mventarisasi terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam

21



Usmdsng-Undang Narkotika dan Undang-Unadang Psikotropika. Data
weng telah terinventarisasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu
sysem yang komprehensif, berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu,
seselah scbelumnya dilakukan pengoleksian terhadap keseluruhan asas-
sses dan porma-norma hukum yang terkumpul tersebut™. Setelah tahapan
serventarisasi tersebut selesai, dengan demikian tahapan selanjuinya
mendiskusikan data skunder yang telah terkumpul dengan data hasil
‘swentarisasi mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam
Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, dengan
@erikian pada tahap akhirnya ditemikan apa yang terjadi hukum in-

STl

0 Tshep kedua yang mendasar pada pendekatan pada pendekatan empiris,
asalisis dilkukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan
denmgan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama-tama dilakukan
demgan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu.
Lasgkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, hal ini
& maksudkan untuk memunjukan kategori-kategori yang terpenting dan
kmtegori-kategori itu saling dihubungkan. !

Desa vang telah dikategorisasikan, untuk selanjuinya dianalisasis dengan
metode analisis komparatif, tahap terakhir dari analisis data ini adalah
dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yang dilakukan melalui
Sua cara vaitu: pertama, dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data
sasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa
veng dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara
peibadi; (¢) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai
pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan data

Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indoneia. hal.32.




Sws? wawancara dengan isi suatu dokumen® Setelah semua tahapan
wmelisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhimya akan dilakukan pula
pesafsiran data, dimana teiri-teori yang diaplikasikan kedalam data,
semmggs terjadi suatu dialog antara teori disatu sisi dengan sisi luin.
Demgen melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan
Seterspa ssumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau
sesolak teori-leori yang sudah ada tersebut. diharapkan juga akan
Seemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan
=mesyarakatnya.

PENULISAN

Skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun secara
yase mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu
. samg berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah

pendahuluan ini berisikan gambaran masalah secara singkat tentang
#= skripsi yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan
Penulisan Hukum.

‘Tmsssan Pustaka

x Pustaka penulis akan menguraikan dasar teori dari skripsi ini yang
Toweu=n Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Tinjavan Umum
Tmdsk Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana,

Faisal op cit. 2001. Hal. 56. Bandingkan Dengan James P Spradley, The Etnographic
oleh Misbah Zulfah Elizabeth, Merode Emografi. Yogyakarta: Tiara
Eal 70, 90.
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s Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan
Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tujuan
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Penggolongan Narkotika dan
Pihak yang dapat memproduksi, mengedarkan serta menyalurkan
dan psikotropika, Tata Cara Mengimpor dan Mengekspor Narkotika dan
Iklan, label, dan Publikasi Narkotika dan Psikotropika, Pengadaan,
dan laporan Kegiatan Narkotika dan Psikotropika, Pengobatan dan
i. Pembinaan dan Pengawasan dan tinjavan yurudis Tentang tindak pidana
dan Psikotropika menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang
dan Undang-undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika .

- Hasil Penelitian dan Pembahasan

Demana penulis akan menguraikan tentang kebijakan hokum pidana yang
dalam Undang-l/ndang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika. selain
juga akan menguraikan tentang implementasi Undang-Undangtersebut,
mengenai diskripsi tentang penegakan hukum tindak pidana narkotika dan
dan teknik penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika oleh
Reserse Narkoba Polda Jateng.

IV adalah kesimpulan dan saran

Demana berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab lerdahulu, serta
wang menjadi penutup skripsi.
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